






a. pembukaan kotak suara danlatau berkas pemungutan dan penghitungan suara
tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dan diumumkan dalam
peraturan perundang-undangan;

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau
menu/is nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan,·

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh
Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS
yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat
kesempatan memberikan suara pada TPS.

Sehingga berdasarkan fakta yang berhasil dihimpun oleh Pemohon dilapangan yakni 
adanya pemilih yang tidak masuk dalam kualifikasi sebagai pemilih sebagaimana 
disebutkan secara limitatifberdasarkan Undang-Undang dan pemilih tersebut ternyata 
masih diberikan kesempatan memberikan suara di TPS, maka beralasan secara hukum 
Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan terhadap praktik pelanggaran dan 
kecurangan tersebut harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana 
dinyatakan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016. 

7. Bahwa mempertimbangkan limit waktu penyelesaian pelanggaran tersebut oleh
Bawaslu Muaro Jambi, berdasarkan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 "Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa dan memutus sengketa
Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan".
Sedangkan limit waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang diatur pada pasal 51 ayat
4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 menyatakan (4)
Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah
hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya,
mengingat, Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi pada tanggal 4 Desember 2024
telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Suara dan menetapkan PERUBAHAN
Keputusan Hasil Pleno Rekapitulasi Suara pada tanggal 7 Desember 2024 sesuai
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor:
1555 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 1385 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Muaro Jam bi Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 7
Desember 2024. Sehingga berdasarkan pasal 7 (tujuh) ayat 2 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 03 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan Permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (]) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh
Termohon.

8. Bahwa berdasarkan tinjuan hukum Pemohon terhadap jangka waktu penyelesaian oleh
Bawaslu Muaro Jambi dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang oleh Komisi
Pemilihan Umum Muaro Jambi serta pengajuan Permohonan ke Mahkamah
Konstitusi. Sehingga dengan jangka waktu yang demikian tidak dimungkinkan untuk
dapat dilaksanakan dikarenakan terkendala jangka waktu yang diatur di dalam Pasal
143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 51 ayat 4 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 jo Pasal 7 (tujuh) ayat 2 Peraturan
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Mahkamah Konstitusi Nomor 03 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara 
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; 

9. Bahwa persoalan Penyelesaian Pelanggaran dari Pemohon ini sudah tidak bisa
diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 142jo Pasal 143 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
: Sengketa Pemilihan terdiri atas: 1. sengketa antar peserta Pemilihan; dan 2. sengketa
antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Pasal 143 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 "Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa
dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua be/as) hari sejak diterimanya
laporan atau temuan ".

10. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengkaji peraturan
peundang-undang yang berlaku saat ini (existing regulations), terdapat kekosongan
hukum (recthsvacuum) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijaminkan oleh Pasal
24C ayat (1 ), (2), (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah
Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai the positive legislator untuk
melakukan penemuan hukum (rechctsvinding) untuk memecahkan kebuntuan hukum
dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan subtantive (materiil) bagi Pemohon
dan bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi
bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERBAIKAN
PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016jo. Pasal
7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2024, yang pada pokoknya mengatur bahwa
Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu
paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara
hasil pemilihan oleh Termohon;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor:
1555 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 1385 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Muaro Jam bi Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Sabtu
tanggal 7 Desember 2024 (Bukti P-5)fc.

3. Bahwa Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari
Senin, tanggal 9 Desember 2024, sebagaimana tercatat dalam AP3 No.
140/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tanggal 9 Desember 2024.

4. Bahwa dasar dan alasan Permohonan diajukan pada tanggal 9 Desember 2024, karena
terjadinya PERUBAHAN Keputusan KPU Muaro Jambi atas Penetapan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi, yang semula telah ditetapkan pada
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tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 
1385 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro 
Jambi Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 (Bukti P-1). 

5. Bahwa untuk menindaklanjuti Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
Sungai Gelam Nomor: 001/PP.00.02/SG-05/SG/12/2024 tanggal 3 Desember 2024
Perihal Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan F ormulir Model A Laporan Hasil
Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Maro Sebo Nomor:
273/LHP/PM.01.00/MS/11/2024 tanggal 2 Desember 2024, Termohon melakukan
pemungutan suara ulang atas Rekomendasi Panwas Kecamatan Sungai Gelam, dan
atas hasil pemungutan suara ulang tersebut, Termohon menerbitkan OBYEK
SENGKETA dengan Termohon Nomor : 1555 Tahun 2024 Tentang Perubahan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1385 Tahun 2024 Tentang Penetapan
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 pada hari Sabtu
tanggal 7 Desember 2024 (vide Bukti P-5).

6. Bahwa Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin, 9 Desember
2024 sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor
140/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, sehingga masih memenuhi
tenggang waktu 3 hari kerja sejak obyek sengketa ditetapkan. Berdasarkan Akta
Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 140/PAN.MK/e-AP3/12/2024
tanggal 9 Desember 2024, disampaikan bahwa Pemohon dapat memperbaiki dan
melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan
Permohonan Pemohon Elektronik ( e-AP3), yakni 3 hari kerja dihitung sejak hari Senin,
9 Desember 2024 (hari kesatu), Selasa, 10 Desember 2024 (hari kedua), dan Rabu,
Desember 2024 (hari ketiga).

7. Bahwa Perbaikan Permohonan ini disampaikan ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu,
11 Desember 2024 atau pada hitungan hari ketiga sebagai batas akhir perbaikan,
sehingga perbaikan tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan
permohonan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena permohonan dan perbaikan permohonan ini telah memenuhi tenggang waktu 
pengajuan permohonan, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk 
menerimanya. 

111.KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 1 angka 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03 Tahun 2024
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubemur, Bupati,
dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 03 Tahun 2024) menyatakan bahwa,
"Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota." Pasal 4 ayat (1) menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil
Pemilihan adalah: ... b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.";

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan
Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 yang
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telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Muaro Jambi Nomor : 991 Tahun Tentang Penetapan Pasangan Calon peserta 
Pemilihan Bupatidan Wakil BupatiJambi Tahun 2024, (Vide Bukti P-3),jo. Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi Nomor: 993 Tahun 2024 tentang Penetapan 
Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Muaro Jambi 2024 tertanggal 23 September 2024 (Vide Bukti P-4) telah menetapkan 
Pemohon sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Urut 2 (dua), 
dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah 

No Urut Pasangan Calon Suara 
1 ASNA WI. R dan SUPRA TNO 46.987 

2 ZUWANDA dan SAWALUDDIN 60.681 

3 MASNAH BUSRO dan ZULKIFLI. I 49.988 

4 BAMBANG BA YU SUSENO dan JUN AID I H. MAHIR 73.367 

Total Suara Sah 231.023 

3. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 adalah sebanyak
449.751 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, maka perbedaan perolehan
suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak
adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang
ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi. Hitungan 1,5% x
231.023 suara sah = 3.465 suara.

4. Bahwa meskipun selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan calon No urut 4
mencapai 12.686 suara atau lebih dari 3.466 suara, namun oleh karena hasil perolehan
suara Pilkada di Muaro Jambi telah dicemari oleh penggunaan hak pilih dari orang
orang yang secara hukum tidak mempunyai hak pilih diberbagai TPS, yang Pemohon
dapatkan buktinya terdapat di 203 (dua ratus tiga) TPS yang tersebar di tiga
kecamatan, sebagai berikut

No. Kecamatan Jumlah Jumlah TPS Jumlah Jumlah Jumlah 

Desa Suara Suara Suara/ 
Sah Tidak pemilih 

Sah 

1. Mestong 14 70 17.375 682 18.056 

2. Jaluko 19 89 31.108 1.302 31.108 

3. Kumpeh Ulu 13 44 11.539 600 12.139 

TOTAL 46 Desa 203 TPS 58.719 2.584 61.303 

Maka, Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi berkenan menerima permohonan ini 
dan mempertimbangkannya bersama-sama pokok perkara, mengingat pelanggaran 
tersebut sangat signifikan dan perolehan suara pasangan calon nyata-nyata telah 
tercemari oleh suara-suara dari pemilih yang tidak berhak mencoblos, namun 
difasilitasi dan dibiarkan mencoblos di TPS. 
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5. Bahwa dengan demikian, Pemohon sebagai Pasangan Calon No. Urut 2 memiliki legal
standing untuk mengajukan permohonan ini karena prinsip luhur yang dikandung
dalam konstitusi bahwa Pemilu seharusnya didasarkan pada Prinsip LUBER JURDIL
sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD
1945 yang berbunyi: 'Gubemur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis'. Dan di
atur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yakni: 'Pemilihan umum dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali'.

6. Bahwa Permohonan Pemohon juga didorong oleh kenyataan bahwa kini terjadi
kekosongan hukum (recthsvacuum) sehingga diperlukan terobosan hukum progresif
oleh Mahkamah Konstitusi. Tanggung jawab konstitusonal Pemohon sebagai warga
negara ini didorong oleh Pemikiran Dworkin mengenai 'hard cases', yakni kasus
kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan
undangan yang berlaku dan tidak memiliki preseden sebelumnya diberikan ruang
bagi warga negara manapun untuk memperjuangkan hak konstisioanal dan hak hukum
yang telah dilanggar (Ronald Dworkin, 1975, 'Hard Cases', Harvard Law Review, 88
(6) p.1057, 1059 dan Ronald Dworkin, 1967,'Model of Rules', University of Chicago
Law Review, 35 (14), p.23).

7. Bahwa Permohonan Pemohon juga didasarkan Precedent tersohor yang diakui sebagai
salah satu keputusan terbaik Mahkamah Agung Amerika Serikat yang terbaik
sepanjang sejarah Amerika yang dimotori oleh Hakim Ketua (Chief Justice) John
Marshal dalam kasus Marbury v. Madison (1803) dimana dalam perkara ini
Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memeriksa perkara ini berdasarkan prinsip
prinsip yang terkandung dalam konstitusi bukan undang-undang (karena ketiadaan
undang-undang) (Davison M. Douglas, 2003, 'The Rhetorical Uses of Marbury v.
Madison: The Emergence of a "Great Case"', Wake Forrest Law Review, Vol. 38, p.
375).

8. Bahwa perihal dan pokok permohon Pemohon tidaklah mempersoalkan perselisihan
suara semata-mata sebagaimana diijinkan oleh UU No 10 Tahun 2016 dan PMK No 6.
Tahun 2024, tetapi lebih dari pada itu permohonan ini mempersoalkan penetapan
rekapitulasi dan hasil pemilihan, dan juga penetapan pasangan calon terpilih dalam
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2020, yang merupakan
resultante dari sebuah proses yang cacat formil, melawan konstitusi, hukum dan moral.
Dimana terjadinya proses pemilihan kepala Daerah yang bertetangan dengan hukum;

9. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di bagian I. Permohonan a quo tentang
Kewenangan Mahkamah Konsitusi, terdapat fakta yang barn diketahui belakangan hari
setelah proses penetapan pasangan calon, pemilihan, rekapitulasi hasil suara yakni
berupa pelanggaran massif yang terjadi dimana pemilih melakukan pemilihan tanpa
memiliki KTP elektronik, dan tidak bisa juga diselesaikan oleh Bawaslu dikarenakan
Jangka waktu yang didalam peraturan yang berlaku. hal ini, berdasarkan Pasal l42jo.
Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang 10 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena batas waktu penyelesaian
pelanggaran oleh Bawaslu Muaro Jambi serta pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
oleh Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi.

Halaman 8 



10. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur secara tegas
Pemungutan Suara Ulang berdasarkan temuan atau pengaduan paska pemilihan
sehingga pengaduan tersebut tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang
ditentukan. Dalam konteks ini, masalahnya ialah Pemohon tidak dapat mentolerir
sebuah sebuah pelanggaran yang terjadi secara massif di 230 TPS tersebar di 3
Kecamatan sehingga situasi yang demikian membutuhkan waktu pembuktian yang
panjang.

11. Bahwa menurut Pemohon, persoalan yang terjadi di Muaro Jambi dimana Bupati
terpilihnya berdasarkan hasil dari pelanggaran pemilihan yang secara massif dan
terang benderang melanggar UUD 1945, hukum dan moral, sehingga Pemohon
memiliki tanggungjawab konstitusional untuk mencegah keberlanjutan pelanggaran
yang serius ini sehingga oleh karenanya Pemohon berpendapat memiliki legal standing
untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini.

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas juga menjadi sejauh ini tidak terdapat norma
(hukum) dan preseden yang bisa dipakai Bawaslu sepanjang terkait dengan jangka
waktu penanganan laporan Pemohon dan Jangka waktu Pelaksanaan Pemungutan
Suarang Ulang sehingga berdasarkan situasi yang demikian Pemohon berpendapat
Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dijaminkan oleh UUD 1945,
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi, memiliki kewajiban konstitusional, hukum dan moral
untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.

13. Bahwa demi mengedepankan keadilan substantif, Pemohon berharap dan memo hon
sekiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran
yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi yang mengakibatkan tercemamya perolehan
suara pasangan calon akibat banyaknya pemilih yang tidak mempunyai hak untuk
memilih diberi kesempatan menggunakan hak pilih oleh Termohon yang terjadi di 170
TPS yang tersebar di 3 kecamatan, dengan Jumlah DPT sebanyak 67.077 pemilih,
sebagaimana Pemohon uraikan diatas secara signifikan memengaruhi keterpilihan
pasangan calon, sebagai bagian dari perkara perselisihan hasil pemilihan di Kabupaten
Muaro Jambi.

14. Bahwa argumentasi yuridis Pemohon mendasarkan pada putusan-putusan Mahkamah
sebelumnya, yang menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU
10/2016 secara kasuistis (di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor
84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021
bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021
bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021
bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021
bertanggal 15 April 2021 ).
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15. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubemur, Bupati, Walikota
Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama
dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat
formil kedudukan hukum Perno hon berkenaan dengan Pasal 15 8 UU 10/2016 adalah
dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain vide Putusan
Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan
Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan
Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan
Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan
Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan
Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan
Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan
demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU
10/2016 terhadap permohonan a quo;

Rekomendasi Bawaslu 

16. Bahwa secara paralel, atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, Pemohon juga
melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dengan Laporan Nomor
01/LP/REG/PB/KAB/05.07/XII/2024, atas pelanggaran penggunaan hak pilih dari
orang-orang yang secara hukum tidak mempunyai hak pilih di 203 ( dua ratus tiga) TPS
yang tersebar di 3 kecamatan berikut :

No. Kecamatan Jumlah Jumlah TPS Jumlah Jumlah Jumlah 

Desa Suara Suara Suara/ 

Sah Tidak pemilih 
Sah 

1. Mestong 14 70 17.375 682 18.056 
2. Jaluko 19 89 31.108 1.302 31.108 

3. Kumpeh Ulu 13 44 11.539 600 12.139 

TOTAL 46 Desa 203 TPS 58.719 2.584 61.303 

17. Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Status Laporan yang diterbitkan Bawaslu
Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 11 Desember 2024 ditetapkan bahwa:

1. Status Laporan Ditindaklanjuti
2. Terdapat Pelanggaran Administrasi Pemilihan di:

a. 70 TPS yang tersebar di 14 Desa di wilayah Kecamatan Mestong
b. 89 TPS yang tersebar di 19 Desa di wilayah Kecamatan Jaluko;
c. 44 TPS yang tersebar di 13 Desa di wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu;

18. Bahwa atas dasar argumentasi yuridis tersebut, maka terbukti terdapat pelanggaran
penggunaan hak pilih dari orang-orang yang secara hukum tidak mempunyai hak pilih
di 203 ( dua ratus tiga) TPS, yang dilakukan Termohon, dan beralasan hukum untuk
dimohonkan pertimbangan dan diperiksa pokok perkaranya oleh Mahkamah
Konstitusi.
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